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KATA PENGANTAR

a telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
sumber dari APBN. Pasal 1, ayat kedua dinyatakan: Dana Desa adalah Dana
er dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan
uk membiayai penyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
1asyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

lisahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan
ruk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan
atkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah
n untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya
uliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.
rengelolaan ADD sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan
atah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi
1plementasi Standar Akuntansi Pemerintahan di tingkat desa, sehingga perlu
gungjawaban pengelolaan ADD yang benar-benar dapat memenuhi prinsip
suangan daerah.

11 membahas tentang pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten
Kabupaten Pelalawan. Selain itu buku ini menjelaskan masalah-masalah yang
 pelaksanaan dana desa, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dana desa dan
asi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan keuangan desa.

enulisan buku ini kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan
g disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki.
ulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran dari semua pihak guna
penulisan selanjutnya. Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-
la pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta dukungan.

Pekanbaru, 15 Oktober 2018
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RINGKASAN

satu permasalahan utama pembangunan di Indonesia adalah pemerataan.
mperhatikan pembangunan desa dengan menyediakan dana pembangunan desa.
alah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
a dan digunakan untuk membiayai penyelenggarakan pemerintahan,
embangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
suangan desa berupa seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang
alam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember.

>sa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan prioritas
aung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil
masih terdapat beberapa persoalan riil dan kontekstual terkait dengan
ana desa yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Permasalahan-permasalahan
| adalah: 1) Desa belum memiliki pemahaman terkait dengan BUMDes, 2)
1gkat desa. Dalam mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi
rata, dimana baru ada sekitar 1000 BUMDes yang ada dan masih ada sekitar
nnya yang belum mempunyai BUMDes, 3) Belum kuatnya komitmen terhadap
isilitasi dan pembinaan terhadap desa, dan masih belum berjalan di semua
. 4) Pemerintah pusat kadang menyederhanakan persoalan sebatas dana desa,
angan banyak menimbulkan ketidakpastian, terutama terkait dengan posisi dana
ggaran Pendapatan Belanja Desa atau APBDes.

an pengelolaan Alokasi Dana Desa di Provinsi Riau ini difokuskan pada
isip akuntabilitas yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di masing-
enerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dimulai dari
mi perencanaan keuangan desa, memahami pelaksanaan semua kegiatan,
keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga
okasi Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

wrkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Riau, pengelolaan
1, khususnya untuk pengelolaan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan
r ditetapkan. Secara umum pengelola tingkat Desa belum menyelenggarakan
ruangan desa dengan baik dan benar. Keberhasilan pengelolaan ADD sangat
i berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung
mnaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP di tingkat desa,
1 sistem pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang benar-benar dapat
1sip akuntabilitas keuangan daerah yang berdasarkan UU No. 6 tahun 2014
ikuti dengan PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan dan Permendagri
6 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa.
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Tentang Penulis
Dr. Enni Savitri, SE., MM., Ak., CA lahir di Pekanbaru tanggal 15
Oktober 1973. Setelah tamat dari SMAN 1 Pekanbaru tahun 1993,
melanjutkan pendidikan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Riau dan memperoleh Sarjana Ekonomi tahun 1998. Dikaruniai dua
orang anak yaitu Putri Nabila Musfi dan Raithan Abdul Musfi.
: Tahun 2001-2004 melanjutkan pendidikan ke Program Pasca Sarjana
jemen Universitas Riau pada bidang Manajemen Keuangan. Tahun 2006-2012,
jutkan studi di Pasca Sarjana Universitas Brawijaya dengan konsentrasi Kajian
:uangan, dan berhasil memperoleh gelar Doktor.
hun 2012 telah aktif melakukan penelitian, mengikuti seminar dan menulis pada
n. Selain aktif sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
31 Akuntansi, Program Magister Akuntansi dan Program Magister Manajemen
au. Penulis juga aktif di pusat kajian badan Pengkajian dan Penelitian
U
memiliki 5 hasil karya berupa buku dengan judul:
1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial dalam
katkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir dan
lis.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial dalam
katkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir.
vatisme Akuntansi Cara Pengukuran, Tinjauan Empiris dan Faktor-Faktor yang
ngaruhinya.
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